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A. Latar Belakang 
 Pembuatan akta kelahiran bagi seseorang, khususnya seorang anak, 
merupakan sebuah bentuk tanggung jawab Negara dalam hal pengakuan 
atas status kewarganegaaan dan keperdataan seseorang. Negara 
berkewajiban dalam hal pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran. Hak 
anak untuk mendapatkan akta kelahiran diatur dalam Pasal 7 Konvensi Hak 
Anak yang menyebutkan bahwa: 
Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir 
berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, 
dan, sejauh memungkinkan, berhak mengetahui orangtuanya dan 
dipelihara oleh orangtuanya.1 
 
Akta kelahiran anak di Indonesia telah digunakan sebagai syarat 
agar dapat mendapat berbagai fasilitas dasar, seperti jaminan kesehatan, 
pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal kesehatan, akta kelahiran dijadikan 
syarat untuk si anak mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya dalam 
bentuk BPJS. Sedangkan dalam hal pendidikan, akta kelahiran menjadi 
syarat utama dalam pendaftaran sekolah anak dan syarat bagi anak untuk 
mendapatkan bantuan pendidikan misalnya dana BOS atau jenis beasiswa 
lainnya. 
Dengan demikian akta kelahiran merupakan syarat utama dalam 
terselenggaranya hak anak terhadap pendidikan. Tanpa adanya identitas diri 
                                                             
1Hadi Setia Tunggal, 2000, Konvensi Hak Anak ( Convention on the rights of the child), Cetakan 
kedua,  Jakarta: Haravindo, hal. 5. 
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dalam bentuk akta kelahiran, anak tidak dapat mendaftar ke sekolah dan 
tujuan Negara dalam bidang   pendidikan tidak dapat tercapai. 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 
dasar hukum utama negara dalam hal menyelenggarakan perlindungan anak. 
Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga 
disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 
dan status kewarganegaraan.” Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Identitas diri 
setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.” Identitas yang dimaksud 
tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Anak yang dimaksud 
dalam hal ini yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak luar 
kawin dan juga anak yang tidak diketahui orangtuanya. Akta kelahiran ini 
merupakan dokumen yang penting bagi anak, karena akta kelahiran 
merupakan syarat anak untuk mendapat pengakuan dari negara.  
Anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang sah secara hukum, 
ketika ia lahir dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh 
akta kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai identitas awal bagi anak 
yang juga tercantum nama orangtuanya. Akta kelahiran sebagai bentuk 
wujud pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas diri sesuai yang 
dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
19 
 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Sesuai tujuan negara, negara wajib melindungi setiap bangsa tanpa 
terkecuali tanpa adanya perbedaan perlakuan termasuk dalam hal 
pemenuhan hak bagi anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya untuk 
mendapatkan identitas diri, salah satunya adalah akta kelahiran. Apabila 
dilihat dari segi syarat-syarat untuk membuat akta kelahiran, anak yang 
tidak diketahui orangtuanya sudah jelas tidak bisa mendapatkan akta 
kelahiran karena syarat-syarat administratif seperti kartu keluarga dan surat 
nikah orangtua yang tidak mudah atau bahkan tidak bisa dipenuhi, namun 
negara tetap harus memenuhi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. 
Saat ini, semakin marak kasus di Indonesia mengenai bayi dibuang 
oleh orangtua yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia turut prihatin dengan banyaknya kasus bayi 
dibuang di Indonesia.2 Hal ini terlihat dari banyaknya berita bayi dibuang di 
media sosial3. Sebagai contoh, kasus bayi merah di Semarang yang dibuang 
di dekat Puskesmas Tlogosari Wetan Semarang; bayi yang diperkirakan 
masih berusia 4 hari itu ditemukan di sebuah tas biru dalam keadaan hidup 
tanpa adanya identitas apapun.4Akibatnya, anak tersebut menjadi kehilangan 
identitas dirinya karena tidak mengetahui nama orangtua kandungnya dan 
                                                             
2Internet, 19 September 2019, https://mediaindonesia.com/read/detail/228570-kpai-prihatin-
banyaknya-kasus-bayi-dibuang 
3Internet, 19 September 2019, https://jateng.tribunnews.com/tag/bayi-dibuang 





anak tersebut tidak bisa memiliki akta kelahirannya sebagai identitas dirinya 
oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk membuat akta kelahiran. 
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa: “Anak yang tidak mempunyai 
orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”. 
Pengasuhan tersebut dapat dilakukan oleh panti asuhan setelah adanya 
laporan kepada pihak yang berwajib.  
Untuk masalah pengurusan akta kelahiran anak yang tidak 
diketahui orangtuanya tersebut diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan beberapa Pasal pada 
tahun 2014 khususnya pada Pasal 27 ayat (4). Sebelum adanya Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Dalam hal anak 
yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui 
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan 
pada keterangan orang yang menemukannya.” 
Setelah adanya perubahan Pasal 27 ayat (4)  dalam Undang-undang 
No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, syarat tersebut ditambahkan berupa: 
selain keterangan dari orang yang menemukan juga wajib disertai Berita 
Acara Pemeriksaan Kepolisian. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berisi 
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Surat Keterangan untuk menjelaskan asal-usul anak yang bersangkutan5. 
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) sejak 2015 merencanakan 
mencari solusi atas syarat yang menghambat pemenuhan hak anak atas akta 
kelahiran bagi anak-anak yatim piatu, sebab dari survey lapangan Berita 
Acara Pemeriksaan Kepolisian menjadi salah satu penghambat terbesar, 
sementara Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak memberi 
ketentuan bahwa untuk pengurusan akta kelahiran anak yang tidak tahu 
orangtuanya wajib disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. 
Solusi dari permasalahan tersebut, negara kemudian menerbitkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sehingga Berita Acara 
Pemeriksaan Kepolisian dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Panti Asuhan. Jadi, meski penambahan 
syarat tersebut dinilai mempersulit pelaksanaan pemenuhan hak anak atas 
identitas diri, negara telah memberi solusi agar anak-anak yatim piatu tetap 
dapat mendapatkan akta kelahiran dengan mudah melalui diterbitkannya 
ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.6 
Permasalahan yang timbul yaitu meski sudah diatur dalam Pasal 27 
ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 
Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut 
diatas, namun anak-anak itu masih banyak yang tidak memiliki akta 
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,https://jakarta.go.id/artikel/konten/426/akta-kelahiran 




kelahiran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa 
pemerintah baru mencetak akte kelahiran sebanyak 88,81 persen sampai 
akhir tahun 2018 kemarin. Dengan kata lain,  masih terdapat 11,18 persen 
atau 8.909.892 anak Indonesia yang belum memiliki akta lahir.7 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
menuangkannya ke dalam skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Anak Yang 
Tidak Diketahui  Orangtuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran 
Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah ODHA ‘AIRA’ 
Semarang)”. 
B. Perumusan masalah 
Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentang pemenuhan 
hak anak yang tidak diketahui orangtuanya atas akta kelahiran di 
Yayasan Rumah Aira Semarang? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak anak yang tidak diketahui orangtuanya dalam 
mendapatkan akta kelahiran di Yayasan Rumah Aira? 
                                                             





C. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentang  
pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya di Yayasan 
Rumah Aira Semarang. 
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui orangtuanya 
dalam mendapatkan akta kelahiran. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi 
akademis maupun dari segi praktis. Adapun kegunaan yang dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
bahan-bahan kajian terhadap pengembangan Ilmu Hukum, khususnya 
dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak tentang pemenuhan hak 
anak yang tidak diketahui orangtuanya untuk mendapatkan akta 
kelahiran. 
2. Dari segi praktis 
a. Pemerintah  
Diharapkan hasil penelitian  ini dapat memberi masukan 
kepada Pemerintah sehingga dapat membuat kebijakan 
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pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui 
orangtuanya untuk mendapat akta kelahiran.  
b. Masyarakat 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait pemenuhan hak anak 
atas akta kelahiran tanpa adanya diskriminasi serta untuk menjadi 
bahan pertimbangan bagi para pengurus panti asuhan agar dapat 
mengurus akta kelahiran para anak panti mengingat pentingnya 
akta kelahiran bagi anak.  
E. Metode Penelitian 
Metode adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam 
memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan 
secara hati-hati, dengan tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk 
menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian adalah proses 
prinsip dan tata cara melakukan penelitian guna memecahkan masalah. 8 
a. Metode pendekatan 
Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian yang 
berorientasi pada gejala-gejala alamiah karena orientasinya demikian, 
maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat alamiah serta 
                                                             
8Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hal 6.  
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tidak bisa dilakukan di Laboratoriun melainkan harus terjun ke 
lapangan.9 
b. Spesifikasi penelitian 
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis  yaitu 
penulis ingin mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang 
tidak diketahui orangtuanya untuk mendapatkan akta kelahiran dengan 
ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.  
c. Objek penelitian 
Objek penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu segala 
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak anak 
yang tidak diketahui orangtuanya untuk mendapatkan akta kelahiran 
dan peraturan perundang-undangan yang terkait pemenuhan hak anak 
untuk mendapat akta kelahiran. 
d. Teknik pengumpulan data  
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya dan belum dipublikasikan. Data ini diperoleh melalui 
penelitian lapangan, yaitu: wawancara. Wawancara dilakukan 
terhadap: 
                                                             
9Muhammad Nazir, 1996, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rodakarya. 
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a. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Semarang; 
b. Pengurus Panti Asuhan Yayasan Rumah Aira Semarang; 
c. Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) di 
tingkat Kepolisian Resot Kota Besar Semarang. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang digunakan sebagai literatur terkait objek 
penelitian, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  VBBBBBBBBB sekunder yang digunakan terdiri 
dari: 
a) Bahan Hukum Primer 
      Bahan hukum primer adalah bahan hukum  yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari peraturan perundang-undangan,10 terkait hukum 
perlindungan anak dan administrasi kependudukan.Adapun 
bahan hukum primer yang digunakan yaitu: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3) Konvensi  Hak Anak 
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak 
                                                             
10Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Cetakan ke-10 Edisi Revisi, Jakarta: 
Prenadamedia, hal. 182 
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5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan 
8) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil  
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran 
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak 
b) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi baik, baik berbentuk buku teks, kamus 
hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan.11 Bahan 




hukum sekunder yang digunakan yaitu studi pustaka yang 
berbentuk buku-buku dari para ahli, artikel, dan tulisan ilmiah.  
c) Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hokum 
sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus 
Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
e.      Metode Pengolahan dan Penyajian data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diperiksa, 
diolah, dipilih dan diedit. Setelah pengolahan data selesai hasil dari 
pengolahan data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam 
bentuk uraian.  
f.       Metode Analisa Data 
Metode Analisa data yang dipakai adalah analisis kualitatif 
yaitu didasarkan pada hubungan antar variabel yang telah diteliti. Data 
yang diperoleh lalu dianalisa, disusun secara sistematis dan disajikan 
dalam bentuk tulisan penelitian hukum.  
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari 




BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga sistemaika 
penelitian.  
BAB II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini berisi teori tentang Anak, 
akta kelahiran, anak tanpa akta kelahiran, Hak-Hak Anak, pemenuhan hak 
anak yang tidak diketahui orangtuanya, Perubahan Pasal dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait akta bagi anak yg 
tidak di ketahui orangtuanya, dan Panti Asuhan 
BAB III Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil dari 
penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui 
orangtuanya atas akta kelahiran di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang, 
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak 
anak yang tidak diketahui orangtuanya dalam mendapatkan akta kelahiran. 
BAB IV Penutup. Pada  bab ini berisi pembahasan mengenai 
pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui orangtuanya 
mendapat akta kelahiran ditinjau dari Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan saran untuk pembuatan 
peraturan yang mempermudah tercapainya pemenuhan hak anak yang tidak 
diketahui orangtuanya mendapat akta kelahiran dilihat dari faktor-faktor 
yang menjadi kendala dalam pemenuhan yang tidak diketahui orangtuanya 
mendapat akta kelahiran. 
